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Pajak m�rupakan sumber penerimann negaro yang paling potensial di 

lndon.:sia. Sch:tgnimana �ang discbutkan dalam Cndang-und;mg ;-.;omor 28 tahun 

2007 bah\\3 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tcnuang olch 

orong pribadi atau badan yang bersifat mcmaksa berdasarkan Undang-undang. 

do:ngan tidak mcmhtpmkan imbalan :;ccara Jangsung dan digunakan untul.. 

kcpcrluan m:gara bagi scbc!>ar·besamya kemakmuran rakyat. Bcrdasarkan 

pengcrtiannya pajak ado lab iuran wajib yang diberlakukan pado sctiap wajib pajok 

atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya disernhkan kcpado pcmerintah. 

Pajak berfungsi untuk mcmbiayai pengcluaran negara baik peugeluaran rutin 

mnupun pcngcluaran pcmbangunan. sclain itu juga berfungsi untuk mcngatur 

pembangunan dan pcnyclo:nggaraan ncgara. Karena itu, pajak pcrlu dikclola 

secara seksamn, dengan meningkatkan pcran serta seluruh lapisan mru.yarakat dan 

dari aparatur pcrpajakan itu sendiri. 

Untuk mendukung tcrcapainya target penerimaan negara dari sektor pajak ini, 

pcmcrintah mcngadakan suatu rcformru.i di bidang pcrpajakan (tax reform), yang 

mencakup usaha pen:rempumaan sistem dan mckanisme perpajakan dari yang 

sebclumnya sudah ada. Tcrmasuk didalamnya diterapkan sistem pembayaran dan 

pclaporan pajak yaitu Self Assessment System ynng membcrikan wewenang 

�nuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 
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tcrutang sctiap tahunnya scsuai kctcntuan pcrundang-undangan pcrpajakan yang 

ada. 

Oleh sebab itu. sangatlah penting bagi masyamkat uotuk meogetabui sistcrn 

pcmungutan Self Aj.1essmenl, bail.. m.:ngeuai tari.f pajak yang berlaku, tam cara 

pcmba)araJJ dan pelaporru1 pajal.. pcnghasilan. Semuanya itu Lelah diatur dalam 

Uncbng-undang Nomor 7 T:thun 1983 yang dip<!rbaharui dengan Undang-undang 

Nomor I 7 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Undang-undang Nomor 

36 Tahtm 2008. 

Sumalera Utara khususnya Medan sebagai ibukota merupakan wilayah yang 

mcmiliki potcnsi �angat besar dalam mcningkatkan pcncrimaan negara khususnya 

dari scktor pcrp!\jakan. Maka dalam hal ini Direktorat Jendcral Pajak selaku tisk:us 

harus mcningkatkan kincrjanya. Salah satunya dengan mclakukan sosialisasi 

terhadap pelaksanaan sistem self assessment ini. KPP Pratama Medan Petisah 

yang berada di bawab naungan Direktorat Jenderal Pajak mcrupakan satu dari 

bcberapa Kantor Pelayanan Pajak dl Mcdan yang Ielah melaksanakan sisrem 

administrasi, pelayana11, maupun situasi kelja ya11g baik. KPP tersebut melakukan 

fungsi pengawasan da11 pembi.naao, melakukan monitoring masyarakat apakah 

telah melaksanakan kewajiban pcrpajakannya sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan. /\dapun wilayah kerja yang dicakup oleh KPP Pratama Mcdao 

Pctisah ini cukup luas melipuli Kecamatan Medan Pelisah, KecaJnatan Medan 

Helvetia, dan Kecamatan Medan Sunggal. 

Berdasarkan berbagai kondisi yang ada, terlihat bahwa 1vilayah kerja yang 

dicakup oleb KPP te�ebut mempunyai potensl yang cukup baik untuk 
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